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ABSTRAK 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi tertutup yang 

memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga dapat meningkatkan probabilitas 

penularan virus corona semakin meningkat di lapas. Tujuan penelitiaan ini adalah 

untuk mengetahui dasar hukum pemberian Asimilasi Rumah kepada Narapidana 

terkait pencegahan penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Kelas IIA Martapura dan untuk mengetahui proses pemberian 

Asimilasi Rumah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 

Kelas IIA Martapura terkait pencegahan penyebaran Covid-19.Jenis penelitian 

ini termasuk penelitian hukum empiris. Ketentuan mengenai asimilasi dalam 

pencegahan dan penanggulangan Covid-19 penyebaran serta syarat yang harus 

dipenuhi narapidana penerima asimilasi  tertuang dalam berbagai dasar hukum 

dalam permenkumham adalah Permenkumham Nomor 10 tahun 2020, 

Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, Permenkumham Nomor 24 tahun 2021, 

dan Permenkumham Nomor 43 tahun 2021.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa (1) Ketentuan mengenai asimilasi 

dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 penyebaran serta syarat yang 

harus dipenuhi narapidana penerima asimilasi  tertuang dalam berbagai dasar 

hukum dalam permenkumham adalah Permenkumham Nomor 10 tahun 2020, 

Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, Permenkumham Nomor 24 tahun 2021, 

dan Permenkumham Nomor 43 tahun 2021. (2) Proses pemberian Asimiliasi 

Rumah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A 

Martapura terkait pencegahan penyebaran Covid 19 adalah Filter data Warga 

Binaan Pemasyarakatan melalui Sistem Database Pemasyarakatan yang sudah 

memenuhi syarat subtantif seperti, Memberikan arahan kepada Warga Binaan 

Pemasyarakatan yang memenuhi syarat tersebut agar penjaminnya datang ke 

Lembaga Pemasyarakatan untuk membuat surat jaminan, Penjamin datang 

membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP serta materai 10.000 sebanyak 2 



lembar, Mengirimkan permintaan usul Penelitian Kemasyaratan ke Balai 

Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan  datang untuk melakukan Penelitian 

Kemasayrakatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan dan penjamin, Hasil 

Penelitian Kemasayrakatan selesai dan dikirim ke Lembaga Pemasayrakatan 

Kelas IIA Martapura, Mengumpulkan berkas. 
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